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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang  

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha 

Perseroan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Pelaksanaan Tata Kerja (Board Manual) 

sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan 

wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan 

lainnya. 

 

Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Tata Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) juga 

merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung dalam melaksanakan tugas 

agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. 

 

Dewan Komisaris sebagai bagian dari Organ Perseroan, harus menjadikan dirinya suri 

tauladan yang baik (role model) bagi warga PT PP Properti Tbk. Pelaksanaan tugas dan fungsi 

Organ Perseroan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan 

dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Perseroan.  

 

Dengan adanya pedoman kerja ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap 

saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sesuai 

dengan Standar Etika dan Nilai-nilai yang berlaku di PT PP Properti Tbk, serta selalu 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.  

 

Dewan Komisaris akan menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG, Etika, Nilai-nilai dan peraturan perundangundangan yang berlaku kepada 

seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. 

 

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya sangat tergantung 

kepada kebutuhan Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan. 

II. Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman 

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Kerja Dewan Komisaris bertujuan untuk : 

1. Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun hubungan 

kerja di antara kedua organ Perseroan. 

2. Memudahkan organ-organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan 
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tanggung jawab Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut. 

3. Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun hubungan 

kerja di antara kedua organ Perseroan. 

4. Memudahkan organ-organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan 

tanggung jawab Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ -organ tersebut. 

III. Visi dan Misi Perseroan 

Seiring dengan berkembanganya bisnis perusahaan, maka dirasa perlu untuk dilakukan 

penyesuaian visi dan misi Perseroan. Perumusan visi dan misi Perseroan dilakukan dengan 

melibatkan seluruh pihak-pihak terkait, antara lain; Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan 

serta memperhatikan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan.  

Visi dan Misi telah disetujui oleh Dewan Komisaris & Direksi melalui surat Keputusan 

Direksi No: 021/SK/PP-PROP/DIR/2016 Tentang Perubahan Visi dan Misi Perseroan.  

VISI 

Menjadi Perusahaan Pengembang Nasional yang Terkemuka dan Berkelanjutan serta Berdaya 

Saing Global. 

MISI 

1. Mengembangkan Produk Realti dan Properti yang Unggul serta Inovatif untuk 

memberikan kenyamanan bagi konsumen. 

2. Berkomitmen terhadap Lingkungan yang Sehat. 

3. Meningkatkan Kontribusi kepada Perusahaan Induk dengan Mengembangkan dan 

Menyelaraskan Strategi Korporasi. 

4. Menjalin Kemitraan Strategis dengan Mitra Kerja.  

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dengan memperhatikan Peningkatan 

Kesejahteraan Karyawan 

IV. Nilai dan Budaya Perusahaan 

Nilai-nilai Perusahaan adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai ini hendaknya 

dapat dihayati dan dijalankan dengan sukarela dan sukacita oleh seluruh insan PPRO Manajemen 

telah merumuskan Nilai–nilai Perusahaan yang disingkat dengan istilah “AKHLAK” 
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Nilai-nilai perusahaan diatas telah diolah sehingga menjadi Kompetensi Inti (Core 

Competency) yang wajib dimiliki oleh seluruh Insan PT PP Properti Tbk. adapun Kompetensi-

kompetensi inti yang wajib dimiliki adalah sebagai berikut: 

a. Achievement Orientation 

Bekerja sesuai dengan standar prestasi bahkan melampauinya dan memiliki kebutuhan untuk 

meraih kesuksesan serta berupaya untuk mengejar kepuasan dalam bekerja. 

b. Business Acumen 

Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dalam memberikan kontribusi baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mencapai profit dan mengembangkan aktivitas bisnis 

perusahaan. 

c. Customer Focus 

Secara proaktif membangun hubungan dengan pelanggan (internal/eksternal) melalui upaya 

untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengantisipasi permasalahan, dan menyediakan 

solusi serta mengutamakan kepuasan pelanggan 

d. Enthusiastic 

Selalu penuh energi, bersemangat, dan selalu aktif dalam mencapai target kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 
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e. Integrity 

Mengutamakan nilai, etika, peraturan perusahaan, dan menjadi role model dalam melakukan 

aktivitas organisasi secara internal atau eksternal serta mampu mempertanggung-jawabkan 

janji yang telah dibuat dan keputusan serta tindakan yang diambil. 

f. Persistence 

Kemampuan untuk mempertahankan stamina dan dorongan untuk bekerja keras dengan 

melakukan penyesuaian terhadap beban kerja. 

 

Keenam kompetensi inti tersebut wajib dimiliki oleh setiap insan PT PP Properti Tbk dan jika 

di kemudian hari terdapat insan yang memiliki nilai yang rendah atau bahkan tidak memiliki sikap 

tersebut, maka akan ditindaklanjuti oleh Unit Sumber Daya Manusia atau Human Capital 

Management. 
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BAB II 
ACUAN KEBIJAKAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA KERJA 

 

I. Acuan Kebijakan 

Penyusunan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris ini mengacu pada ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

4. Peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada 

BUMN; juncto Peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-09/MBU/2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance/GCG) pada BUMN; 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman 

Tata Kelola Perusahaan Terbuka; 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi 

atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; 

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan 

Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; 

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi 

Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;  

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata 

Kelola Perusahaan Terbuka; 

10. Anggaran Dasar PT PP PROPERTI Tbk Akta No. 18 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat 

dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan 

Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia jo Surat Keputusan Dewan 

Komisaris Perseroan No. 07/SK/PPRO/KOM/2022 tanggal 27 Apruil 2022 perihal 

Penetapan Batasan dan /atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi PT PP 

Properti Tbk (“Penetapan Threshold”);    

11. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT PP (Persero) Tbk Tahun 

2022;  
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II. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kebijakan ini adalah meliputi seluruh organisasi intern Dewan Komisaris 

berikut tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan seluruh organ 

pendukungnya meliputi: Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit serta mengatur dan 

menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing.  

III.  Definisi dan Pengertian Istilah 

1. Anggota Dewan Komisaris 

Adalah orang yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham, yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan 

Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 

2. Komisaris Utama 

Adalah seorang Komisaris yang diangkat Pemegang Saham untuk mengkoordinir tugas-

tugas para Komisaris lainnya. 

3. Anggaran Dasar (AD)  

Adalah anggaran dasar/ketentuan yang tercantum pada Akta No.18 tanggal 06 Juni 2022 

yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH dan dicatat dalam Sistem Administrasi 

Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. 

4. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Perseroan dengan 

kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, organ 

pendukung Dewan Komisaris, pekerja, serta pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama 

Perseroan yang dapat merugikan Perseroan. 

5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris: 

a. Berasal dari luar Perseroan; 

b. Tidak terafiliasi dengan Direktur, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang 

Saham;  

c. Bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 

kepentingan Perseroan.  

6. Komite Audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka 

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mengkaji dan 

memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor 

internal dan eksternal.  
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7. Komite Komisaris adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu 

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya pengurusan 

Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi. 

8. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan 

Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam 

menyusun sistem, prosedur nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Dewan Komisaris 

dan calon Direktur, memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Dewan Komisaris 

dan Direktur serta mengembangkan sistem untuk pemberian remunerasi bagi Anggota 

Dewan Komisaris dan Direktur. 

9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan 

Komisaris. 

10.  Pemegang Saham/Shareholders adalah orang atau badan hukum yang secara sah 

memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan.  

11. Perseroan adalah keseluruhan organ Perusahaan PT PP Properti, Tbk.  

12. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki 

wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. 

13.  Direksi adalah seluruh pejabat di jajaran pimpinan PT PP Properti Tbk dari Direktur 

Utama sampai tingkat Direktur.  

14. Manajemen adalah para pejabat dilingkungan Manajemen PT PP Properti Tbk dari 

tingkat tertinggi sampai tingkat Manager. 

15. Sekretaris Dewan Komisaris (Sekdekom) adalah pejabat yang diangkat oleh Dewan 

Komisaris yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang 

berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.  

16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) adalah pengelolaan 

Perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan 

kewajaran dalam rangka memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku 

Kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja dan lain-

lain), serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan.  
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BAB III 

ORGAN DAN PROSES ORGANISASI DEWAN KOMISARIS 

 
   

A. DEWAN KOMISARIS 

1. Fungsi Pokok Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas 

tugas pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi, serta memantau dan memastikan bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.  

2. Posisi Dewan Komisaris dalam Perseroan adalah sebagaimana gambar berikut:  

                            

 

 

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

B. KEANGGOTAAN ORGANISASI DEWAN KOMISARIS 

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris 

seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang diantaranya diangkat 

sebagai Komisaris Independen dan apabila diperlukan seorang diantara mereka diangkat 

sebagai Wakil Komisaris Utama. 

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 

jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 

seluruh anggota Dewan Komisaris. 

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, Komisaris Independen 

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan 

Perseron tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan 

kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; 

RUPS 

DEWAN 

KOMISARIS 
DIREKSI 

KOMITE AUDIT DIVISI-DIVISI 

SEKRETARIS  

DEWAN KOMISARIS 
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ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan 

tersebut; 

iii. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, 

anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan 

iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. 

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan 

Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam poin 2 dan 3. 

5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 

i. Anggota Direksi paling ban 

ii. yak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan 

iii. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik 

lain. 

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota 

Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 

7. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 

5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga 

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

8. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada poin 7 hanya dapat 

dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

9. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan 

mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. 

10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat 

diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut 

menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. 

11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 3 

wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. 

12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen 

yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) 

periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. 
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C. KOMISARIS UTAMA 

1. Tugas Pokok Komisaris Utama 

Mengkoordinir Komisaris lain dalam melaksanakan kegiatan Komisaris untuk memastikan 

terlaksananya fungsi Komisaris dalam mengawasi tindakan Direksi dalam pengurusan 

Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu demi kepentingan 

Perseroan serta bertanggungjawab untuk memastikan agar Direksi dapat menjalankan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

2. Posisi Komisaris Utama dalam Perseroan adalah sebagaimana gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Tugas Komisaris Utama 

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk Nomor: 

02/SK/KOM/PPRO/2023 tanggal 29 Mei 2023 ditetapkan Susunan Pembagian Tugas dan 

Wewenang Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris sebagaimana diuraikan didalam rincian tugas dan tanggung jawab serta 

lingkup pekerjaan pekerjaan Dewan Komisaris. 

b. Mengkoordinasikan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kewenangan Dewan 

Komisaris sebagaimana diuraikan didalam rincian tugas dan tanggung jawab serta 

lingkup pekerjaan pekerjaan Dewan Komisaris. 

c. Mengkoordinasi kegiatan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris 

d. Strategi dan Kebijakan PT PP (Persero) Tbk (Holding). 

e. Strategi Kebijakan Sinergi PT PP Properti Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. 

f. Strategi dan Kebijakan Sinergi PT PP Properti Tbk dengan pihak lain. 

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

DEWAN KOMISARIS 

 

 

 

 

 
KOMISARIS 

INDEPENDEN 
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D. KOMISARIS INDEPENDEN 

a. Komposisi Anggota Komisaris Independen  

Komposisi Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk harus memungkinkan pengambilan 

keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara Indepeden dalam arti 

tidak mempunyai benturan kepentingan. Sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 

seluruh anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.  

b. Kriteria Anggota Komisaris Independen 

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen harus memenuhi kriteria independensi 

sebagai berikut:   

1) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 

saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota 

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang 

bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

2) Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir.  

3) Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan PT 

PP Properti Tbk atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada PT Properti 

Tbk dan afiliasinya.  

4) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau 

Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk 

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik 

pada periode berikutnya; 

5) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau 

Perusahaan Publik tersebut; 

6) Tidak mempunyai hubugan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota 

Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan 

Publik tersebut; dan  

7) Tidak mempunyai kepentingan dan aktivitas bisnis baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 

   

E.  KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS 

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan 

dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota Komite yang 
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bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Komite-komite yang 

dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris namun 

tidak tebatas pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi 

Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen resiko dan penerapan prinsip-prinsip 

good corporate governance sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas, 

tanggung jawab dan ruang lingkup komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris diatur 

dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) masing-masing komite. 

1. Komite Audit 

a. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen 

dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dan untuk memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atas biaya Perseroan. 

b. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang 

diantaranya adalah Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Ketua 

Komite Audit dan 2 (dua) orang lainnya adalah bukan merupakan Karyawan Perseroan 

yang harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan Perusahaan.      

c. Komite Audit bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan untuk melakukan 

evaluasi dan mengusulkan capaiannya kepada Dewan Komisaris untuk dirapatkan 

ditingkat Dewan Komisaris.  

d. Fungsi Komite Audit  

Membantu Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan 

Komisaris pada area tugas dan tanggung jawabnya.  

e. Posisi Komite Audit dalam Perseroan adalah sebagaimana gambar berikut:  

                                     

                                             

f. Tanggung jawab Komite Audit: 

i. Penyedia informasi untuk kebutuhan fungsi audit yang dilaksanakan Dewan 

Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan. 

RUPS

KOMITE AUDIT SEKRETARIS

DEWAN KOMISARIS
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ii. Penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Komite Audit baik yang bersifat 

rutin maupun non-rutin dengan berbagai pihak.    

iii. Memastikan efektifitas system pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan 

tugas eksternal auditor dan internal auditor. 

iv. Memastikan menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh 

Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ektern sehingga dapat dicegah 

pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. 

 

g. Tugas Komite Audit 

i. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian 

manajemen Perseroan serta pelaksanaannya. 

ii. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 

iii. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan 

kepada Publik dan/atau pihak Otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan 

laporan lainnya terkait informasi keuangan Perseroan.  

iv. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan Perseroan.  

v. Menyusun piagam dan program kerja Komite Audit untuk diusulkan kepada 

Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit diterbitkan dalam buku tersendiri yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

vi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan 

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee. 

vii. Memastikan menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh 

Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah 

pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.  

viii. Memastikan efektifitas system pengendalian intern dan efektifitas tugas 

pelaksanaan auditor internal serta melakukan penelaahan atas pelaksanaan 

pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh 

Direksi atas temuan auditor internal. 

ix. Melakukan penelahaan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh Direksi.  

x. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan Perseroan. 
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xi. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya 

potensi benturan kepentingan. 

xii. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.   

xiii. Berperan aktif membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya 

antara lain: 

1) Menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris. 

2) Memberi masukan atas rancangan RJPP. 

3) Memberi masukan atas rancangan RKAP. 

4) Memberi pendapat tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan 

bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perseroan. 

5) Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders. 

6) Memberikan pendapat tentang Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Resiko 

Perseroan. 

7) Memberikan pendapat tentang Sistem Tekhnologi Informasi yang digunakan 

Perseroan. 

8) Memberikan pendapat tentang Kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia. 

9) Memberikan pendapat tentang Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 

(PSAK). 

10) Memberikan pendapat tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta 

pelaksanannya. 

11) Memberikan pendapat tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta 

pelaksanannya. 

12) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. 

13) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan 

sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP. 

14) Melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan 

(whistle blowing). 

15) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak 

perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya. 
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16) Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang 

Saham. 

17) Memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan 

secara efektif dan berkelanjutan. 

18) Melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam 

penyusunan Laporan Keuangan PT PP Properti Tbk untuk memastikan bahwa 

sistim dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di 

Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara 

benar, sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian Laporan 

Keuangan dalam suatu tahun buku.  

xiv. Membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai 

rekomendasi.     

xv. Mengidentifikasikan hal-hal memerlukan perhatian Dewan Komisaris 

xvi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih 

dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

h. Kewenangan Komite Audit 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai kewenangan sebagai berikut:  

i. Mengakses dokumen, data, informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan 

sumber daya Perseroan yang diperlukan. 

ii. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang 

menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Akuntansi terkait tugas 

dan tanggung jawab Komite Audit. 

iii. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk 

membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).  

iv. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 

v. Komite Audit menyelenggarakan rapat berkala setiap bulan dalam rangka 

mempersiapkan masukan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan rapat 

bulanan Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. 

vi. Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat/diskusi dalam rangka pelaksanaan 

kajian kinerja Perseroan atau pengembangan Perseroan dengan atau tanpa 

mendatangkan pejabat internal atau eksternal Perseroan.  
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2. Komite Nominasi dan Remunerasi 

Dewan Komisaris selain diwajibkan untuk membentuk Komite Audit juga dapat 

mempertimbangkan untuk membentuk Komite lain yang teridiri dari Komite Nominasi dan 

Remunerasi atau Komite Risiko guna menunjang pelaksanaan tugasnya.     

a. Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk tidak membentuk Komite Nominasi dan 

Remunerasi, tetapi pelaksana fungsinya dilaksanakan oleh Komisaris Independen. 

b. Fungsi Nominasi: 

i. Menetapkan komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris; 

ii. Menetapkan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

iii. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris;  

iv. Menetapkan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Pemegang Saham Mayoritas 

untuk disampaikan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan. 

c. Fungsi Remunerasi 

i. Menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris,; 

ii. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris;  

iii. Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan 

yang bersifat tetap dan/atau variabel. 

iv. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud 

diatas harus memperhatikan: 

1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten 

atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan 

Publik dalam industrinya; 

2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau 

Perusahaan Publik; 

3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris; dan 
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4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. 

v. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud diatas harus 

dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

d. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan oleh 

Dewan Komisaris: 

i. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) 

bulan. 

ii. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat 

diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan 

Komisaris; dan salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan 

Komisaris Independen. 

iii. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 

iv. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

v. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan 

pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan 

perbedaan pendapat tersebut. 

vi. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan. 

e. Pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dibuat oleh Dewan Komisaris. 

f. Perusahaan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan 

paling kurang meliputi: 

i. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan 

ii. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun 

buku. 

 

3. Komite Kepatuhan  

a. Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Kepatuhan, tetapi fungsinya dilaksanakan 

oleh Komisaris Independen. 

b. Fungsi Kepatuhan: 

i. Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dalam hal yang 

berkaitan dengan Manajemen Risiko, Kepatuhan Manajemen terhadap Peraturan 

ii. Perundangan Yang berlaku baik dari Regulator maupun Peraturan 

Internal/Kebijakan/SOP Perusahaan serta Kepatuhan terhadap Kode Etik dan 

Integritas.  
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4. Komite Manajemen Risiko 

a. Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, 

tetapi tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Komisaris Independen. 

b. Tugas dan Fungsi Pengawasan Manajemen Risiko adalah: 

i. Memastikan bahwa struktur pengendalian internal yang terkait dengan risiko 

aktivitas bisnis Perseroan telah dilaksanakan dengan baik dan wajar. 

ii. Melakukan review dan memberikan rekomendasi atas efektifitas pelaksanaan 

manajemen risiko Perusahaan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, 

melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progress 

dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Divisi 

Manajemen Risiko. 

iii. Melakukan pengawasan atas kegiatan Divisi Manajemen Risiko dalam memantau 

pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait. 

iv. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) dan review tahunan atas Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 

yang diajukan oleh Direksi, termasuk usulan setoran modal dan rencana investasi. 

v. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan 

dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan melalui proses diskusi bersama 

Manajemen. 

vi. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan 

Perusahaan, sesuai kebutuhan, termasuk risiko pada perjanjian dengan pihak ketiga 

yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.          

 

5. Komite GCG 

a. Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk tidak membentuk Komite GCG, tetapi tugas dan 

fungsinya dilaksanakan oleh Komisaris Independen. 

b. Tugas dan Tanggung jawab Fungsi Pengawasan GCG: 

i. Membantu Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat professional dan 

independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan 

terlaksananya prinsip-prinsip GCG dan standar etika Perusahaan.  

ii. Penyedia informasi untuk kebutuhan fungsi audit yang dilaksanakan Dewan 

Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan. 
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iii. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar 

Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merekomendasikan 

perubahan yang dianggap perlu.  

iv. Penyelenggaraan tindak lanjut atas setiap keputusan yang telah diambil oleh Dewan 

Komisaris dibidang GCG, nominasi calon Direktur dan Dewan Komisaris yang 

berasal dari dalam Perseroan serta remunerasi Direktur dan Dewan Komisaris. 

v. Memantau pelaksanaan assessment GCG oleh assesor Internal maupun Eksternal, 

serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian 

penerapan GCG. 

vi. Memantau mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata 

kelola dan penerapan etika Perseroan, termasuk didalamnya sistem pengaduan 

(Whistleblowing system) dan pencegahan gratifikasi.    

 

6. Sekretaris Dewan Komisaris 

a. Fungsi Pokok Sekretaris Dewan Komisaris adalah menjalankan tugas-tugas 

administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Komisaris di 

dalam menjalankan fungsi dan peranannya selaku Komisaris. 

b. Posisi Sekretaris Dewan Komisaris dalam Perseroan adalah sebagaimana gambar 

berikut ini: 

                 

 

c. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya di bidang kesekretariatan, Dewan 

Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris atas beban 

Perseroan. Secara umum, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan 

Komisaris, antara lain:   

i. Menyusun program/agenda tahunan kegiatan Dewan Komisaris sesuai dengan 

Keputusan Rapat Dewan Komisaris. 

RUPS

KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS
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ii. Membuat rancangan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap 

triwulan maupun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan.  

iii. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan 

rapat/pertemuan antar Dewan Komisaris dengan Direksi maupun pihak-pihak 

terkait, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris. 

iv. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang 

hadir dalam rapat. 

v. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang 

diundang menghadiri rapat. 

vi. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran serta hal-hal lain yang 

dipandang perlu demi kelancaran rapat. 

vii. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan Komisaris 

beserta komite-komitenya. 

viii. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan 

seluruh kegiatan Dewan Komisaris. 

ix. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris dan Komite 

Audit. 

x. Menyusun rancangan laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan 

lainnya. 

xi. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan 

Komite-komite Dewan Komisaris, dukungan administrasi serta monitoring yang 

berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari 

Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang 

dilakukan Direksi. 

xii. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan termasuk 

panggilan rapat dan kearsipan di Dewan Komisaris. 

xiii.  Bertanggung jawab terhadap pembuatan, administrasi dan penyimpanan risalah 

rapat serta pendistribusian Salinan risalah rapat Dewan Komisaris dan Komite 

Audit. 

xiv. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar 

tugas Dewan Komisaris. 

xv. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. 
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